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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari penulis maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa:  

1. Terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Undang-Undang 

Kesejahteraan Sosial terkait jaminan sosial dengan ketentuan jaminan 

sosial dalam UUD 1945.  

Bahwa terdapat unsur-unsur jaminan sosial yang menjadi landasan 

penyelenggara jaminan sosial di Indonesia. Unsur-unsur tersebut adalah: 

bentuk perlindungan sosial, menjamin seluruh rakyat, serta untuk 

memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Unsur perlindungan 

sosial berbicara mengenai jaminan sosial yang harus digunakan untuk 

melindungi rakyatnya dari guncangan dan kerentanan sosial..  

Guncangan dan kerentanan sosial yang dimaksud adalah kondisi yang 

tidak stabil akibat adanya situasi krisis. Undang-Undang Kesejahteraan 

Sosial telah melanggar unsur tersebut karena dalam Pasal 9 Ayat 1 

Undang-Undang Kesejahteraan Sosial ditujukan untuk orang-orang 

dengan situasi kondisi tertentu yang mengindikasikan orang-orang yang 

tidak berada dalam situasi kondisi tersebut tidak dapat merasakan 

manfaat jaminan sosial, apabila terdapat guncangan dan kerentanan 

sosial terhadap orang-orang tidak termasuk sebagai penerima manfaat 

jaminan sosial menurut Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, maka 

orang-orang tersebut tidak dapat merasakan manfaat dari jaminan sosial. 

Unsur menjamin seluruh rakyat menjelaskan bahwa jaminan sosial 

ditujukan untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang 

Kesejahteraan Sosial melanggar unsur ini karena hanya orang-orang 
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yang berada dalam situasi kondisi tertentulah yang dijamin oleh jaminan 

sosial, orang yang tidak berada dalam situasi kondisi tersebut tidak 

dijamin oleh jaminan sosial. 

 Unsur memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak berbicara 

mengenai jaminan sosial harus menjamin rakyatnya agar mendapatkan 

kebutuhan hidup yang layak. Undang-Undang Kesejahteraan Sosial 

sendiri tidak melanggar unsur ini karena sudah dijelanskan dalam Pasal 

1 Butir 11 Undang-Undang Kesejahteraan Sosial bahwa Jaminan Sosial 

dilaksanakan dalam rangka penjamin seluruh rakyat dalam pemenuhan 

kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

2. Ketentuan Jaminan Sosial Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial 

tidak sesuai dengan asas-asas mengenai jaminan sosial. 

Asas-asas jaminan sosial terdiri dari asas kemanusiaan, asas manfaat, 

dan asas keadilan sosial bagi rakyat. Asas kemanusiaan berbicara 

mengenai penghargaan terhadap martabat manusia yang artinya jaminan 

sosial sebagai wujud penghargaan terhadap derajat manusia. Ketentuan 

jaminan sosial dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial telah 

melanggar asas tersebut karena adanya perbedaan bentuk jaminan sosial 

bagi para pesertanya yang mengindikasikan bahwa adanya perbedaan 

derajat manusia yang dikategorikan berdasarkan situasi kondisi tertentu. 

Asas manfaat berbicara mengenai pengelolaan jaminan sosial yang 

harus tepat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

Ketentuan mengenai jaminan sosial dalam Undang-Undang 

Kesejahteraan Sosial telah melanggar asas ini karena adanya 

ketidaksinkronan antara ketentuan jaminan sosial dalam Undang-

Undang Kesejahteraan sosial dengan UUD 1945 

Asas keadilan sosial bagi rakyat merupakan asas yang mencerminkan 

bahwa jaminan sosial harus berlandaskan kepada falsafah negara yaitu 

Pancasila, khususnya sila kelima. Ketentuan Undang-Undang 

Kesejahteraan sosial juga telah melanggar asas ini karena adanya 
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perbedaan bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada pesertannya 

yang mengindikasikan adanya ketidakadilan bagi rakyat Indonesia.  
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5.2 Saran 

  Dari uraian penelitian di atas dapat diajukan saran penelitian sebagai 

berikut: 

1. Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung agar 

dapat diajukan uji materi terhadap pasal-pasal yang bermasalah dan tidak 

sesuai dengan ketentuan UUD 1945 agar tidak terjadi kebingungan pada 

masyarakat awam. 

2. Disarankan kepada pembuat undang-undang selanjutnya agar senantiasa 

memperhatikan ketentuan yang lebih tinggi agar dalam pembuatan 

peraturan baru tidak terjadinya ketidaksinkronan antara peraturan yang 

dibuatnya dengan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi. 

3. Disarankan kepada masyarakat agar selalu memperhatikan peraturan-

peraturan perundang-undangan supaya hak dan kewajiban warga selalu 

terealisasi di dalam peraturan maupun di dalam praktik. 

4. Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai jaminan sosial di Indonesia agar selalu mengkaji dan 

mencari sumber maupun referensi lebih banyak terkait jaminan sosial di 

Indonesia. 
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